SALINAN

KOTA DEPOK

WALI KOTA DEPOK
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA DEPOK
NOMOR 21 TAHUN 2019

TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN WALI KOTA DEPOK NOMOR 92 TAHUN 2018

TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Menimbang

TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA DEPOK,

a. bahwa berdasarkan ketentuan Romawi Il angka 1 huruf b
point 3 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38
Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019,
apabila Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun
Anggaran 2019 atau informasi resmi mengenai alokasi DAK
Tahun Anggaran 2019 melalui portal Kementerian Keuangan
dipublikasikan setelah Peraturan Daerah tentang APBD
Tahun Anggaran 2019 ditetapkan, maka pemerintah daerah
harus menganggarkan DAK dimaksud dengan terlebih
dahulu melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah
tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2019 dengan
pemberitahuan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya
ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan
APBD Tahun Anggaran 2019 atau dicantumkan dalam LRA
bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan
APBD Tahun Anggaran 2019;



b. bahwa berdasarkan ketentuan Romawi III angka 1 huruf ¢
point 8 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38
Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019
bahwa apabila pendapatan daerah yang bersumber dari
bantuan keuangan bersifat umum tersebut diterima setelah
peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2019
ditetapkan, maka pemerintah daerah harus menyesuaikan
bantuan keuangan dimaksud pada peraturan daerah tentang
Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 atau dicantumkan
dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan
Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019, apabila pendapatan
daerah yang bersumber dari bantuan keuangan bersifat
khusus tersebut diterima setelah peraturan daerah tentang
APBD Tahun Anggaran 2019 ditetapkan, maka pemerintah
daerah harus menyesuaikan bantuan keuangan bersifat
khusus dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan
perubahan peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran
APBD Tahun Anggaran 2019 dengan pemberitahuan kepada
Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung
dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun
Anggaran 2019 atau dicantumkan dalam LRA bagi
pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD
Tahun Anggaran 2019;

c. bahwa berdasarkan ketentuan romawi III angka 2 huruf a
point 7 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38
Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019
bahwa Belanja tidak terduga merupakan belanja untuk
mendanai kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak
diharapkan terjadi berulang, seperti kebutuhan tanggap
darurat bencana, penanggulangan bencana alam dan
bencana sosial, kebutuhan mendesak lainnya yang tidak
tertampung dalam bentuk program dan kegiatan pada Tahun
Anggaran 2019, termasuk pengembalian atas kelebihan

penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya;



d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 162 ayat (6) Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah dinyatakan bahwa kriteria belanja untuk
keperluan mendesak mencakup : a) program dan kegiatan
pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum
tersedia dalam tahun anggaran berjalan; dan b) keperluan
mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan
kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan
masyarakat;

e. bahwa berdasarkan ketentuan romawi V angka 23 huruf c
Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38
Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019
dinyatakan bahwa pergeseran anggaran dari belanja tidak
terduga ke belanja SKPD berkenaan dan/atau belanja PPKD
untuk kegiatan lain diluar tanggap darurat yang didanai
melalui belanja tidak terduga;

f. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 160 ayat (2), ayat (3) dan
ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
dinyatakan bahwa pergeseran antar rincian obyek belanja
dalam obyek belanja berkenaan dapat dilakukan atas
persetujuan PPKD, pergeseran antar obyek belanja dalam
jenis belanja berkenaan dilakukan atas persetujuan
sekretaris daerah, dan pergeseran anggaran sebagaimana
dimaksud pada ayat (2] dan ayat (3} dilakukan dengan cara
mengubah peraturan kepala daerah tentang penjabaran
APBD sebagai dasar pelaksanaan, untuk selanjutnya
dianggarkan dalam rancangan peraturan daerah tentang

perubahan APBD;



Mengingat

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan
huruf f perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Nomor 92
Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999  tentang
Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat I1I Depok dan
Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang  Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4700);



10.

11.

12.

13.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5601);

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang
Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098),
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang
Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah
Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri
Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 43);

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4028);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 45795);



14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem

15.

16.

17.

18.

Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56
Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5155);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4614};

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang
Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang
Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5
Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai
Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6177);

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata
Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);



19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5272);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar
Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6178);

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang
Kecamatan  (Lembaran  Negara  Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6206);

Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang
Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil
Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6224);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6279);



27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang
Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6323);

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018 tentang Rincian
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun
Anggaran 2019;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2009
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana Alokasi
Khusus di Daerah sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2010
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Dana Alokasi Khusus di Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018
tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian
Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah;



34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012
tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013
tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan
Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018
tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan Tertib
Administrasi ~ Pengajuan, Penyaluran, Dan Laporan
Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai
Politik;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;

Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 4 Tahun 2005 tentang
Kedudukan Keuangan Walikota dan Wakil Walikota
(Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2005 Nomor 57);
Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 1 Tahun 2008 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Depok
Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kota Depok
Tahun 2008 Nomor 01} sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 5 Tahun 2016 tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 1
Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Kota Depok Tahun 2006-2025 (Lembaran
Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 3);

Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 11 Tahun 2008
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota
Depok Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan atas
Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 11 Tahun 2008
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah

(Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2014 Nomor 4);



Menetapkan

42. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 7 Tahun 2016 tentang

43.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota
Depok Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Depok
Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 21 Tahun 2017
tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Depok
Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2016-2021
(Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2017 Nomor 21);
Peraturan Wali Kota Depok Nomor 92 Tahun 2018 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2019;
MEMUTUSKAN :

PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN WALI KOTA DEPOK NOMOR 92 TAHUN 2018
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019.

1.

Pasal 1
Pendapatan Daerah yang semula sebesar
Rp.2.791.971.028.825,00 bertambah sebesar
Rp.188.192.820.796,00 menjadi sebesar

Rp.2.980.163.849.621,00, dengan rincian sebagai berikut :
a. Pendapatan Asli Daerah yang semula  sebesar

Rp.1.114.036.194.642,00 tidak mengalami perubahan;

b. Dana Perimbangan yang semula sebesar
Rp.1.044.126.954.333,00 bertambah sebesar
Rp.166.674.203.996,00 menjadi sebesar

Rp.1.210.801.158.329,00;

c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah yang semula
sebesar Rp.633.807.879.850,00 bertambah  sebesar
Rp.21.518.616.800,00 menjadi sebesar
Rp.655.326.496.650,00.
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2. Belanja Daerah yang semula sebesar
Rp.3.346.336.478.825,00 bertambah sebesar
Rp.188.192.820.796,00 menjadi sebesar
Rp.3.534.529.299.621,00, dengan rincian perubahan sebagai
berikut :

a. Belanja Tidak Langsung yang semula sebesar

Rp.1.354.725.482.761,09 bertambah sebesar
Rp.129.625.913.679,00 menjadi sebesar
Rp.1.484.351.396.440,09, dengan rincian sebagai berikut:
1) Belanja Pegawai yang semula sebesar
Rp.1.070.764.432.792,00 bertambah sebesar
Rp.133.634.545.000,00 menjadi sebesar

Rp.1.204.398.977.792,00;

2) Belanja Hibah yang semula sebesar
Rp.95.025.002.850,00 tidak mengalami perubahan;

3) Belanja Bantuan Sosial yang semula sebesar
Rp.60.314.308.500,00 tidak mengalami perubahan ;

4) Belanja Bantuan Keuangan yang semula sebesar
Rp.1.249.158.018,76 tidak mengalami perubahan;

5) Belanja Tidak Terduga yang semula sebesar

Rp.127.372.580.600,33 berkurang sebesar

(Rp.4.008.631.321,00) menjadi sebesar
Rp.123.363.949.279,33;

b. Belanja Langsung yang semula sebesar

Rp.1.991.610.996.063,91 bertambah sebesar

Rp.58.566.907.117,00 menjadi sebesar

Rp.2.050.177.903.180,91, dengan rincian perubahan

sebagai berikut :

1} Belanja Pegawali yvang semula sebesar
Rp.336.961.978.598,00 bertambah sebesar
Rp.9.988.674.000,00 menjadi sebesar

Rp.346.950.652.598,00;
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2) Belanja Barang dan Jasa yang semula sebesar

Rp.799.412.449.142,91 bertambah sebesar
Rp.35.448.704.271,00 menjadi sebesar
Rp.834.861.153.413,91;

3) Belanja Modal yang semula sebesar
Rp.855.236.568.323,00 bertambah sebesar
Rp.13.129.528.846,00 menjadi sebesar

Rp.868.366.097.169,00.

3. Surplus/(Defisit) dari Jumlah Pendapatan dikurangi Jumlah
Belanja Belanja Daerah semula sebesar
(Rp.554.365.450.000,00) tidak mengalami perubahan;

4. Pembiayaan yang semula sebesar Rp.554.365.450.000,00
tidak mengalami perubahan, dengan rincian sebagai berikut :
a. Pembiayaan Penerimaan yang semula sebesar

Rp.654.365.450.000,00 tidak mengalami perubahan;
b. Pembiayaan Pengeluaran yang semula sebesar
Rp.100.000.000.000,00 tidak mengalami perubahan;

5. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA)

yang semula sebesar Rp. 0 tidak mengalami perubahan;
Pasal 2

Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 2, angka 3,

dan angka 4 dirinci lebih lanjut dalam Lampiran Peraturan

Wali Kota ini.

Pasal 3

Pelaksanaan Perubahan Penjabaran APBD yang ditetapkan

dalam Peraturan Wali Kota ini dituangkan lebih lanjut dalam

dokumen pelaksanaan anggaran pergeseran satuan kerja
perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-

undangan.
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Pasal 4
Peraturan Wali Kota Depok ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kota Depok.
Ditetapkan di Depok

pada tanggal 16 April 2019
WALI KOTA DEPOK,

TTD
K.H. MOHAMMAD IDRIS

Diundangkan di Depok
pada tanggal 16 April 2019
SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,

TTD

HARDIONO
BERITA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2019 NOMOR 21

SESUAI DENGAN ASLINYA
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